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Abstract 

SMEs are one of the components driving economic growth which is supported by the existence of Microfinance 

Institutions. This study aims to look at the pattern of preferences and the factors that influence the preferences of 

SMEs in finding sources of financing for Microfinance Institutions. Cluster random sampling was used by 

distributing questionnaires and structured interviews with samples of MSMEs in Yogyakarta City, especially 

Umbulharjo District and Kotagede District. Meanwhile, a questionnaire was also given to MFIs to see their 

perceptions of SMEs. The data is processed using descriptive statistics and will be interpreted quantitatively and 

qualitatively. From the results of the analysis of respondents' preferences in general, some factors determine the 

selection of MFIs by customers in each MFI forming the segmentation. The conclusion is that banking MFIs are 

distinguished from non-banking MFIs. The determining factor for banking MFIs is the selection of MFIs by 

customers to serve both administrative speed and MFIs that are easily accessible from the location. The average 

determinant of non-bank MFIs in selecting good services is administrative speed and proximity to public 

transportation. The average segmentation preferences of SMEs for each MFI are: for respondents, banking MFIs 

are used to dealing with banks and are more oriented toward business development, looking for non-banking 

MFIs in the southwest, choosing MFIs because they are related to cooperatives, respondents have a high level of 

religion. relatively strong, simple administration with a fast time and there is an emotional connection between 

customers with cooperatives and BMT. This shows that cooperatives are trying to get customers from micro, 

business and individual income are each below IDR 5 million, stating the case that BMT is trying to get 

customers from micro, but business and individual incomes are smaller than customers in the cooperative 

segment which is below IDR 1 million. 

Keywords: Preference, UMKM, LKM  

 

Abstrak 

UKM merupakan salah satu komponen penggerak pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh keberadaan 

Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini bertujuan melihat pola preferensi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi preferensi UKM dalam mencari sumber pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro. Melalui 

penyebaran kuesioner dan wawancara terstruktur dengan sampel UMKM yang terpilih melalui cluster random 

sampling di Kota Yogyakarta khususnya Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede. Sementara itu, 

kuesioner juga diberikan kepada LKM  untuk melihat persepsi mereka terhadap UKM. Data diolah dengan 

menggunakan statistik deskriptif dan akan diinterpretasikan secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis 

preferensi responden secara umum, terdapat faktor penentu pemilihan LKM oleh nasabah  pada setiap LKM 

pembentuk segmentasi. Kesimpulan bahwa LKM perbankan dibedakan dengan LKM non perbankan. Faktor 

penentu LKM perbankan dipilih oleh nasabah karena kecepatan administrasi pelayanan dan LKM yang mudah 

dijangkau dari lokasi. Rata-rata faktor penentu LKM non bank dipilih adalah karena pelayanan yang baik 

dengan kecepatan administrasi dan dekat dengan angkutan umum. Preferensi segmentasi rata-rata UKM untuk 

masing-masing LKM adalah: LKM perbankan sudah terbiasa berurusan dengan bank dan lebih berorientasi pada 

pengembangan usaha sedangkan LKM non perbankan karena berkaitan dengan koperasi, responden memiliki 

tingkat religi yang relatif kuat, administrasi yang sederhana dengan waktu yang cepat serta adanya hubungan 

emosional antara nasabah dengan koperasi dan BMT. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berusaha 
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mendapatkan nasabah dari mikro, pendapatan usaha dan individu masing-masing di bawah Rp5 juta. BMT 

berusaha mendapatkan pelanggan dari mikro, tetapi pendapatan usaha dan individu lebih kecil dari pelanggan 

segmen Koperasi yang dibawah Rp1 juta 

Kata kunci: Preference, UMKM, LKM 

 

1. Pendahuluan 

Deskripsi perekonomian makro Indonesia dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa indikator 

ekonomi makro, salah satunya adalah investasi sektor riil. Investasi sektor riil dapat menjadi indiktor 

yang dapat mengidentifikasi arah pertumbuhan dan kebijakan ekonomi makro (Gu & Amua Dodoo, 

2021). Peningkatan ekspektasi (harapan) masyarakat terhadap return on investment akan 

meningkatkan iklim investasi sektor riil. Peningkatan investasi sektor riil secara tidak langsung akan 

dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa (Helmi, Ariana, & Supardin, 2022). 

Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa  yang meningkat secara aggregate akan menjadi 

stimulant bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi dan sekaligus inovasi dalam 

menciptakan produk (Anyebe, Zubairu, & Onuh, 2021). 

 

Proses peningkatan investasi sektor riil secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Dinner, Kushwaha, & Steenkamp, 2019). Peranan 

perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pihak yang kelebihan dana ke pihak yang 

membutuhkan dana di masyarakat (Mustafa, Khursheed, & Fatima, 2018). Namun peranan lembaga-

lembaga keuangan informal memiliki proposi lebih dibandingkan perbankan secara formal. Dalam 

perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal tersebut relatif dapat diterima di kalangan 

pelaku usaha, terutama kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

 

Berdasarkan sudut pandang pelaku UMKM, lembaga keuangan informal dapat lebih diterima karena 

sifatnya yang fleksibel, terutama dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang lebih fleksibel dan 

tidak seketat perbankan formal. Hal ini sebagai salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga 

keuangan informal dibutuhkan UMKM yang memiliki skala usaha kecil. Oleh karena itu, lembaga 

keuangan informal ini lebih dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 

 

Perkembangan dan keberadaan LKM dalam perekonomian nasional relatif belum memiliki ranah dan 

status yang jelas. Beberapa unit usaha mikro perbankan formal, seperti Unit Mikro Bank, Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) ataupun unit mikro dari beberapa bank umum, lebih memiliki ranah dan 

status yang jelas karena diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bahkan pemerintah 

memiliki Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang memperkuat keberadaan unit usaha mikro 

perbankan formal tersebut. Beberapa data empiris menunjukkan bahwa, LKM berperan dalam 

mempermudah kinerja UMKM dan sekaligus mendorong perekonomian nasional. Secara umum, 

kontribusi UMKM kepada pertumbuhan makro ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan pada 

periode 2010 – 2015. Berdasarkan data pada BPS tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia yang berasal dari kinerja UMKM mencapai nilai Rp1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). 

Nilai tersebut didukung dengan 42,4 juta unit usaha UMKM dan menyerap tenaga kerja sebesar 79 

juta orang. Di sisi lain, fungsi intermediasi perbankan terhadap perkembangan sektor riil dapat dilihat 

dengan indiikator Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR merupakan rasio perbandingan jumlah dana 

yang disalurkan ke masyarakat (pihak ke tiga) dalam bentuk kredit terhadap dana masyarakat (pihak 

ke tiga) ke bank umum dalam bentuk tabungan. Tingkat LDR perbankan di suatu negara atau daerah 

tertentu dapat menjadi kinerja intermediasi perbankan di daerah tersebut. Kinerja intermediasi 

perbankan secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sektor riil di suatu daerah. 

 

Penomena adanya kecenderungan permintaan kredit dari unit usaha mikro dan skala kecil yang 

meningkat harus direspon dengan adanya lembaga keuangan mikro (Hermes & Hudon, 2018). Sejauh 

ini, beberapa bank umum telah ikut berperan dalam merespon fenomena ini, dengan membentuk unit 

usaha mikro dan melakukan linkage program dengan lembaga keuangan mikro (misalnya beberapa 
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pihak yang berperan dalam merespon permintaan kredit di wilayah Kota Yogyakarta), menjadi hal 

yang menarik untuk diobservasi. Persaingan antara bank umum, BPR, Kosipa, dan LKM akan 

menjadi kajian yang menarik, selain pola preferensi nasabah dalam akses kebutuhan kredit mereka. 

Penelitian tentang preferensi nasabah dalam memilih alternatif akses kredit sebagai sumber 

pembiayaan  dari Lembaga Keuangan Mikro akan menarik jika diterapkan di wilayah Kota 

Yogyakarta, khususnya pada 2 Kecamatan yaitu, Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Umbulharjo, 

sebagai pertanyaan yang diajukan dalam fokus penelitian ini. Dengan rumusan pertanyaan tersebut, 

maka tujuan penelitian ini mengidentifikasi faktor pilihan masyarakat atas lembaga keuangan mikro 

baik perbankan maupun non perbankan di wilay ah Kota Yogyakarta. 

 

Dalam dinamika perkembangan ekonomi yang modern bentuk informasi mengenai preferensi nasabah 

dalam mencari pembiayaan dari lembaga keuangan mikro sebagai keputusan bisnis.Ada beberapa 

manfaat antara lain, informasi mengenai segmentasi pasar dari lembaga keuangan mikro dan 

penyebab terjadinya segmentasi, apakah karena posisi LKM lebih kuat dibanding UMKM sehingga 

LKM lebih leluasa dalam menyeleksi calon debitur, atau sebaliknya. Memberikan feedback kepada 

masing-masing lembaga keuangan dalam menentukan strategi pemasaran kredit, agar selain dapat 

semakin banyak melayani nasabah namun juga memiliki NPL ( Non Performan Loan ) yang serendah 

mungkin. 

 

2. Literature Review 

2.1 Konsep Dasar UMKM  

Pembentukan usaha baru dan dorongan terhadap budaya kewirausahaan merupakan isu sentral di 

banyak wilayah di Indonesia khususnya di wilayah Kota Yogyakarta pada dua  kecamatan yaitu 

Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Umbulharjo. Isu tersebut menjadi alternatif sumber 

pembangunan ekonomi suatu wilayah. Mobilitas investasi sektor riil yang tinggi mendorong suatu 

wilayah harus dapat melepaskan diri dari ketergantungan investasi asing dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Beberapa bukti juga menunjukkan bahwa pembentukan bisnis baru melalui 

kewirausahaan berkontribusi terhadap lapangan kerja, stabilitas politik dan sosial, inovasi dan 

pembangunan ekonomi. 

 

Usaha kecil di negara maju didefinisikan sebagai usaha yang melayani pelanggan dalam cakupan 

yang lebih sempit khususnya dalam lingkup lokal (Abrahamson, 1987). Usaha kecil memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 1) manajemen usaha kecil merupakan manajemen individu; 2) 

kepemilikan modal dimiliki secara individu dan/atau group kecil; 3) area pemasaran usaha kecil 

adalah lokal daerah di sekitar usaha kecil; dan 4) ukuran kapasitas usaha relatif kecil. 

 

Dalam implementasinya, konsep UMKM di Indonesia perdefinisi berbeda satu dengan yang lain. 

Beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa instansi memiliki pendekatan yang berbeda 

pula. Beberapa perbedaan definisi tersebut dapat dapat dirangkum sebagai berikut: 1). BPS (Badan 

Pusat Statistik) menggunakan dasar tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai kriteria pembeda Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah; 2). Departemen Perindustrian menggunakan dasar kriteria finansial 

dalam bentuk investasi barang modal dan investasi per tenaga kerja; 3). Bank Indonesia menggunakan 

kriteria aset dan finansial sebagai pembeda antara jenis usaha UMKM; 4). Deperindakoptan 

menggunakan faktor modal aktif usaha dagang sebagai pembeda jenis UMKM; 5). Selain itu ada 

kriteria komprehensif yang dibuat oleh Bank Dunia untuk membedakan UMKM sekaligus 

menggunakan kriteria pekerja, aset dan omset secara bersamaan. 

 

2.2 Teori Klasik Perkembangan UMKM  

Kajian dalam perkembangan teori UMKM, suatu jenis usaha UMKM yang digunakan. Sebagai acuan 

umumnya adalah jenis usaha UMKM yang outputnya merupakan barang konsumsi dan/atau bahan 
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baku pendukung industri. UMKM memiliki diferensiasi produk dibandingkan dengan industri besar. 

Oleh karena itu, secara alamiah UMKM mampu menciptakan pasar potensial bagi mereka. Dalam 

teori klasik perkembangan UMKM secara alamiah lebih banyak disebabkan oleh kemampuan 

kewirausahaan dalam melihat pasar potensial baru, baik barang konsumsi maupun barang pendukung 

serta industri manufaktur (Shenkar, Tallman, Wang, & Wu, 2022). Studi yang dilakukan negara maju 

dan berkembang berhasil mengidentifikasi tiga faktor dominan pembentuk UMKM antara lain: faktor 

lokasi, proses produksi dan pasar output. Perbedaan faktor-faktor tersebut mempengaruhi perbedaan 

kondisi setiap UMKM di setiap subsektor pada sektor-sektor tertentu. Sementara Panandiker (1996), 

menjelaskan bahwa ada dua faktor alamiah yang menyebabkan perbedaan skala bisnis adalah pasar 

dan teknologi. 

 

Kunci sukses kemampuan bertahan UMKM adalah karakteristik UMKM yang memiliki biaya 

produksi rendah. Sementara Parker (1979) dan Anderson (1982) melihat tipologi perkembangan 

UMKM secara konsisten sejalan dengan perkembangan fase pembanguanan ekonomi. Yang dalam 

hal ini ada 3 fase, yaitu: Fase Pertama, merupakan tahapan dimana sebagian besar UMKM bergerak di 

sektor agraris serta industri rumah tangga. Lokasi perdesaan merupakan letak sebagian besar UMKM 

itu berkembang. Fase Ke dua, tahapan terjadinya pergeseran skala usaha ke arah skala usaha yang 

lebih besar. Pada umumnya UMKM pada fase ini merupakan UMKM penunjang industri besar. Steel 

(1979), menyebutkan bahwa faktor urbanisasi merupakan faktor kunci pergeseran UMKM dari fase 

pertama ke fase kedua. Fase Ketiga, merupakan fase UMKM meninggalkan kategorisasi UMKM 

menjadi industri besar yang memiliki struktur organisasi yang lebih mapan. Perkembangan usaha, 

manajemen, pemasaran serta alur distribusi usaha sudah terkoordinasi dengan baik. Dalam fase ini 

akses terhadap infrasruktur keuangan, sistem intensif, subsidi serta berbagai komitmen pemerintah 

merupakan faktor utama penggeraknya. 

 

2.3 Teori Modern Perkembangan UMKM  

Isu yang mengemuka tentang perkembangan UMKM adalah perkembangan teori spesialisasi 

fleksibel. Perkembangan teori ini dilatarbelakangi respon terhadap kondisi perekonomian global. 

Piore dan Sabel (1984) mengidentifikasi bahwa terdapat empat ciri spesialisasi fleksibel, antara lain 

yaitu: 

1. UMKM dalam komunitas  dapat beradaptasi pada teknik produksi tetapi tetap berspesialisasi 

pada satu jenis barang tertentu. 

2. Keterbatasan masuk pasar. 

3. Inovasi dengan tingkat kompetisi tinggi. 

4. Tingkat kerjasama yang baik antar UMKM (UMKM berkolaborasi). 

Faktor utama yang mengubah paradigma teori klasik ke teori modern adalah globalisasi. Globalisasi 

berimbas pada perubahan metode organisasi proses produksi, tenaga kerja dan pasar (Hermes & 

Hudon, 2018). Globalisasi menyebabkan adanya pergeseran dari produksi masal ke arah produksi 

khusus (spesial). Dalam kondisi seperti ini peluang pasar yang dapat dimanfaatkan semakin besar. 

Bukti empiris di banyak negara atau wilayah, UMKM yang dapat memanfaatkan peluang pasar 

sebagai outputnya, dan di sisi lain kemampuan UMKM mengorganisasi dengan cara yang baru dalam 

memaksimalkan kondisi sejalan dengan konsep kewirausahaan (Lambing dan Kuehl, 2003). 

 

2.4 UMKM dan Permodalan  

Keunggulan dan kesempatan UMKM untuk menguasai pasar manufaktur dengan memproduksi 

komponen bahan baku produk tertentu. Disamping itu, kegiatan UMKM diasumsikan mampu 

mendorong adanya produksi barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini menujukkan kemampuan 

UMKM untuk menciptakan diferensiasi produk. Posisi UMKM ini akan dapat lebih mempunyai daya 

saing dan keunggulan jika dibanding dengan program pendanaan dengan akses yang relatif mudah 

dan dengan syarat jaminan yang sesuai dengan kondisi/kemampuan UMKM. 
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Modal merupakan salah satu persyaratan bagi keberhasilan UMKM, diantara persyaratan lainnya 

seperti manajerial, teknologi, pemasaran, dan tersedianya bahan baku (Utami, 2013). Namun, 

persyaratan yang belakangan ini kegiatan UMKM tidak dapat digerakkan tanpa adanya modal. Bagi 

suatu perusahaan, modal diperlukan untuk pembiayaan operasional; kegiatan sehari-hari misalnya, 

untuk membeli bahan baku, membayar upah dan gaji, perawatan dan pemeliharaan, membayar listrik, 

telepon,air, dan sebagainya. Modal juga diperlukan untuk pembelian aktiva-aktiva tetap. Berbagai 

sumber ini membentuk struktur permodalan. 

 

Teori yang menjelaskan struktur modal  yang optimal bagi perusahaan adalah teori the trade of model. 

Teori ini menyatakan bahwa struktur modal yang optimal pada saat tercapainya keseimbangan antara 

keuntungan tax shield of leverage dengan financial distress dan agency cost of leverage. Model ini 

secara implisit menyatakan bahwa, perusahaan yang tidak menggunakan pembiayaan investasi dengan 

pinjaman adalah buruk. Keputusan terbaik adalah keputusan moderat dengan mempertimbangkan 

instrumen pembiayaan. Melalui model tersebut, memungkinkan dibuat tiga kesimpulan penggunaan 

modal pinjaman (Helmi, Suyanto, et al., 2022). Pertama, perusahaan dengan resiko usaha lebih 

rendah, dapat meminjam lebih besar tanpa harus dibebani expented cost financial distress, sehingga 

diperoleh keuntungan pajak kerena penggunaan hutang yang lebih besar. Kedua, perusahaan yang 

memiliki tangible asset dan marketable asset, dapat menggunakan hutang yang lebih besar. Ketiga, 

perusahaan negara yang tingkat pajaknya tinggi, seharusnya membuat hutang yang lebih besar dalam 

struktur modal daripada perusahaan yang membayar pajak pada tingkat yang lebih rendah, karena 

bunga yang dibayar diakui pemerintah sebagai biaya sehingga mengurangi pajak penghasilan. 

Selanjutnya Kuncoro (2002) berpendapat, bahwa adanya penjatahan kredit mengakibatkan kegagalan 

pasar kredit yang ditunjukkan dengan adverse dan moral hazard. Adverse  selection, merupakan 

kegagalan pasar kredit karena kenaikan suku bunga yang mengakibatkan turunya harapan keuntungan 

dari pemberian pinjaman yang berakibat hanya peminjam dengan high risk taker yang bersedia 

meminjam. Sementara moral hazard terjadi karena peminjam terdorong untuk mengambil resiko yang 

lebih tinggi. Posisi ini menunjukkan bahwa resiko kredit macet merupakan fungsi positif dari suku 

bungan dan derajat ketidak pastian dalam sistem keuangan 

 

2.5 Preferensi UMKM terhadap Lembaga Keuangan Mikro 

Dalam perspektif pola hubungan antara perusahaan dan konsumen, hubungan antara UMKM dengan 

Lembaga Keuangan dianalogikan sebagai pola hubungan antara perusahaan dan konsumen. Dalam 

pola ini, lembaga keuangan diposisikan sebagai perusahaan sementara UMKM diposisikan sebagai 

konsumen. Secara khusus, setiap UMKM memerlukan modal. Salah satu sumber permodalan berasal 

dari hutang yang bisa diperoleh melaui permintaan kredit kepada lembaga keuangan. Kredit 

dimaksudkan untuk membiayai kegiatan modal kerja dan investasi. Kredit untuk modal kerja 

diantaranya diperuntukkan dalam proses produksi, pemasaran, pengadaan bahan baku dan penunjang. 

Sementara kredit investasi diperuntukkan bagi keperluan pengadaan mesin, fasilitas pabrik, 

pengembangan teknologi, dan sebagainya (Memon et al., 2022). 

 

Sumber kredit bagi UMKM bisa berasal dari lembaga keuangan mikro (LKM). Dimaksudkan dengan 

lembaga keuangan ini adalah sebagai lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro. 

Microcredit Summit adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk 

membiayai kegiatan produktif yang dikerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang 

memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya (Kidder, 1997). Bank Indonesia 

mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik 

perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. 

Sementara Bank Rakyat Indonesia, kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit di bawah Rp 

50 juta (Ashari, 2006). 
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Berdasarkan bentuknya, secara umum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dibagi menjadi tiga 

(Wijono,2005), yaitu: (1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, (2) lembaga semin formal, 

misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang. 

Sementara Usman (2004), membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu: (1) LKM 

formal, baik bank maupun non bank; (2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak; (3) 

LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan (4) LKM informal seperti rentenir ataupun 

arisan simpan pinjam. Adapun Bank Indonesia hanya membagi LKM menjadi dua kategori, yaitu: 

LKM yang berwujud bank dan non bank. Perbedaan kategori ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan kriteria yang dipakai, baik yang menyangkut aspek legalitas maupun prosedur dalam 

operasional masing-masing LKM. 

 

Dengan demikian, UMKM dihadapkan pada berbagai pelayanan kredit dari berbagai lembaga 

keuangan mikro. Lembaga mana yang akan dimanfaatkan, tergantung pada preferensi UMKM 

khususnya UKM dalam penelitian ini terhadap lembaga keuangan mikro. Artinya, suatu UMKM akan 

memutuskan untuk memanfaatkan salah satu dari LKM dari pada LKM yang lainnya, karena berbagai 

alasan, misalnya prosedur yang lebih mudah, tidak adanya agunan, tingkat bunga yang rendah, 

kecepatan dalam merealisasikan, dan masih banyak preferensi lain dalam pandangan UMKM yang 

bersangkutan. 

 

3. Metodologi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Yogyakarta khususnya pada dua 

wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Umbulharjo. Mengingat penelitian ini 

berkenaan dengan persepsi UMKM terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM), baik dalam 

menabung ataupun meminjam, maka sebagai populasi sasarannya adalah UMKM yang pernah 

berhubungan dengan LKM. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik survey, yaitu memperoleh 

informasi mengenai parameter populasi dari sebagian populasi. Teknik yang digunakan adalah cluster 

random sampling. Karena daftar nama elemen di kerangka sampling dari populasi tidak tersedia, dan 

jarak antar unit analisis relatif jauh. Langkah pertama, dalam cluster random sampling adalah 

menentukan kluster. Kluster yang dimaksud meliputi LKM Bank, yang terdiri dari Bank Umum dan 

BPR; dan LKM Non Bank, yang terdiri dari Kopersi dan BMT (Baitul Maal waTanwil). Pengambilan 

LKM sebagai kluster diambil secara acak sederhana (random sampling). Langkah kedua, dari setiap 

LKM kluster ditentukan sampling frame (kerangka sampling) dengan unitnya adalah UMKM. 

Selanjutnya, dari sampling frame ini diambil sebagai unit UMKM sebagai sampel. Ukuran sampel 

disetiap sampling frame ditentukan sebanyak 25% dari total nasabahnya. Pengambilan sampel 

dilakukan secara random sampling. Data dan variabel penelitian, data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan panduan kuesioner. Wawancara terstruktur 

dengan panduan kuestioner dilakukan terhadap dua pilar utama terkait tujuan penelitian, yaitu 1) 

pelaku UMKM khususnya UKM, 2) lembaga keuangan mikro, yang mencakup BPR, Koperasi, dan 

BMT (Baitu Maal waTanwil) atau sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Dengan konsep 

wawancara terstruktur diharapkan kedalaman informasi dapat diperoleh secara komprehensif 

dilakukan kepada 50 UMKM khususnya UKM yang di dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan 

Kotagede dan Kecamatan Umbulharjo. Gambaran informasi yang komprehensif tentang kondisi 

preferensi UMKM khususnya UKM terhadap LKM diperoleh dari responden melalui data primer. 

Untuk memaksimalkan output penelitian, struktur petanyaan dalam kuestioner nasabah  (pelaku 

UMKM) maupun lembaga keuangan mikro didesain untuk menyediakan informsi-informasi sebagai 

berikut:  

a. Kuestioner Nasabah, mencakup informasi-informasi sebagai berikut: 

1. Informasi umum (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan rata-rata, tanggung 

keluarga, umur usaha) 

2. Pengetahuan respondent terhadap lembaga keuangan 

3. Minat responden untuk berhubungan dengan lembaga keuangan 
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4. Produk dan jasa lembaga keuangan yang diharapkan 

5. Kelayakan usaha ditinjau dari aspek keuangan 

6. Penggunaan kredit 

7. Preferensi terhadap lembaga keuangan (prosedur dan sikap petugas) 

8. Persepsi terhadap lembaga keuangan (suku bunga dan pola angsuran). 

b. Kuestioner Lembaga Keuangan 

1. Informasi umum 

2. Kebijakan kredit 

3. Kendala penyaluran kredit 

4. Upaya peningkatan penyaluran kredit 

5. Saran 

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder 

diperoleh melalui data-data statistik publikasi instansi pemerintah daerah,BPR, Bank Indonesia serta 

beberapa penelitian sebelumnya tentang UMKM.  

 

Pengolahan data dengan pendekatan Statistik Deskrptif dan pendekatan Ekstensifikasi Non-

Parametrik (descrete choice analysis). Pendekatan Statistik Deskriptif bertujuan untuk menarik 

kesimpulan statistik yang sesuai dengan karakteristik sampel dengan menggunakan beberapa 

visualisasi statistik, antara lain frekuensi (tabel dan grafik) dan pusat suatu distribusi (mean, median, 

modus). Ukuran yang diasumsikan relatif baik dengan menjelaskan ukuran pusat suatu distribusi 

sampel adalah nilai rata-rata, karena nilai rata-rata tidak tergantung pada pengelompokan data. Nilai 

rata-rata didapat dengan membagi seluruh jumlah data sampel pengamatan dengan ukuran sampel (n). 

Sedang pendekatan Ektensifitas Non-Parametrik (discrete choice analysis). Pendekatan ini 

memberikan langkah sistematis dalam mengidentifikasi dampak besaran bobot relatif serta trade-offs 

atribut yang ditunjukkan oleh pilihan-pilihan yang dilakukan responden. Meskipun awalnya 

pendekatan ini digunakan dalam analisis yang bertujuan untuk memahami model pengambilan 

keputusan konsumen, namun pendekatan  ini dapat diaplikasikan pada beberapa analisis yang lebih 

menitik beratkan pada analisis ekonomi (McFadden, 1984). 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Analisis Preferensi Responden (UMKM) Dalam Menyimpan Dana di LKM 

Analisis responeden UMKM dalam memilih LKM sebagai tempat menyimpan dana akan dibagi dua 

aspek, yaitu pilihan LKM dan preferensi faktor penentu dalam memilih LKM untuk menyimpan uang. 

Dalam kuesioner, responden dapat memilih lebih dari satu pilihan LKM untuk menyimpan dananya. 

Sebesar 50 persen responden memilih Koperasi Simpan Pinjam sebagai LKM tempat menyimpan 

dana. Responden yang memilih BRI Unit sebagai LKM tempat menyimpan dana sebesar 10 persen. 

BMT sebagai LKM yang relatif dipilih responden tidak berbeda dengan BRI Unit yaitu sebesar 10 

persen. Di sisi lain, terdapat 30 persen responden yang diklasifikasikan kategori lainnya, adalah 

responden memilih uang tidak disimpan tetapi untuk operasional artinya uang terus berputar sehingga 

responden tidak menyimpan dananya di lembaga keuangan.  

 

Berdasarkan hasil analisis pemilihan LKM secara umum di atas, jasa /produk LKM yang dominan 

menjadi pilihan responden adalah tabungan dan faktor jaminan keamanan menjadi faktor utama 

penentu pilihan responden. Aspek penyimpanan dana di LKM menjadi aspek yang dapat dianalisis 

pola preferensinya. Preferensi UMKM dalam menyimpan dana di LKM dapat dideskripsikan bahwa 

53 persen responden mengasumsikan faktor jaminan keamanan adalah faktor utama penentu 

responden menyimpan dana di LKM. Faktor tempat yang dekat dengan domisili menjadi faktor utama 

penentu 17 persen responden menyimpan dana di LKM. Faktor pelayanan yang fleksibel dipilih oleh 

22 responden UMKM. Suku bunga dan jaringan luas masing-masing menjadi pilihan ada 4 persen. Di 

sisi lain, seperti kenyamanan ruang dan prestise, tidak menjadi faktor yang dominan responden untuk 
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memilih dalam menyimpan dana di LKM. Perbedaan preferensi responden dalam memilih LKM 

secara umum dengan memilih LKM sebagai tempat menyimpan uang terlihat pada faktor suku bunga 

dan pelayanan yang fleksibel. Pada analisis preferensi responden dalam menyimpan dana di LKM, 

faktor pelayanan menjadi faktor kedua yang dominan di samping jaminan keamanan.                                             

 

4.2  Analisis Preferensi Responden Dalam Meminjam Dana di LKM (Kredit) 

Analisis responden UMKM dalam memilih LKM sebagai tempat meminjam dana dibagi menjadi dua 

aspek, yaitu pilihan LKM dan preferensi faktor penentu dalam memilih LKM untuk meminjam uang 

(kredit). Dalam kuesioner, responden UMKM dapat memilih lebih dari satu pilihan LKM untuk 

meminjam dana. Sebesar 40 persen responden memilih Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai LKM 

untuk meminjam dana. Sementara, responden yang memilih BRI Unit sebagai tempat meminjam dana 

sebesar 58 persen. Danamon Simpan Pinjam dipilih 8 persen responden sebagai tempat mengambil 

kredit. Sedang responden yang BMT sebesar 2 persen. Di sisi lain, terdapat 32 persen responden yang 

diklasifikasikan kategori lain, adalah responden yang memilih bank umum dan juga responden yang 

menyatakan tidak meminjam dana di lembaga keuangan. 

 

Pembahasan preferensi faktor utama penentu responden memilih LKM sebagai tempat meminjam 

uang dapat dideskripsikan bahwa, 35 persen responden mengasumsikan bahwa faktor suku bunga 

adalah faktor utama penentu responden meminjam uang (kredit) di LKM. Responden juga memilih 

pelayanan yang fleksibel sebagai daya tarik responden untuk meminjam dana di LKM dipilih 26 

persen responden UMKM. Faktor yang dekat dengan domisili menjadi faktor utama penentu ada 13 

persen responden untuk meminjam dana di LKM. Kecepatan administrasi menjadi faktor utama 

pilihan responde ada 14 persen. Di sisi lain, faktor lain seperti jaminan keamanan, jaringan cabang, 

kenyamanan ruang dan prestise tidak menjadi faktor yang dominan responden untuk memilih 

meminjam dana di LKM. Namun, yang cukup menarik adalah komponen lain yang dipilih 6 persen 

responden, komponen tersebut mencakup menyatakan pola angsuran merupakan pilihan utama 

responden untuk memilih LKM sebagai tempat meminjam dana (kredit).  

 

4.3.Persepsi UMKM Terhadap Faktor Utama Pemilihan LKM 

Pola pemilihan LKM yang dilakukan UMKM ditinjau dari dua aspek, yaitu responden sebagai 

penyimpan dana (tabungan) dan responden sebagai peminjam dana (kredit). Berdasarkan analisis dua 

aspek tersebut, dapat dilihat bahwa faktor suku bunga dan pelayanan (responden sebagai peminjam), 

serta faktor jaminan keamanan dan pelayanan (responden sebagai penyimpan), merupakan faktor 

utama pemilihan LKM oleh UMKM. Faktor-faktor yang menjadi penentu utama UMKM memilih 

suatu LKM akan dianalisis secara eksploratif untuk melihat tingkat persepsi responden terhadap suatu 

faktor. Faktor utama penentu pemilihan LKM yang akan dianalisis secara eksploratif terdiri dari 4 

faktor, yaitu: suku bunga, prosedur kredit, pola angsuran, dan pelayana petugas LKM. Faktor jaminan 

keamanan tidak di eksploratif secara langsung, faktor pengganti yang akan dimasukkan dalam analisis 

persepsi adalah faktor pola angsuran dan prosedur kredit. 

 

Bahwa sebesar 77 persen responden menyatakan bahwa faktor suku bunga di LKM saat ini telah 

sesuai dengan persepsi responden. Responden yang menyatakan bahwa suku bunga tidak masalah 

bagi mereka sebanyah 65 persen dan 12 persen responden bahkan menganggap suku bunga LKM saat 

ini sangat tidak masalah (sesuai) bagi responden yang akan mengambil kredit. Dalam proses 

pengambilan kredit, responden menganggap bahwa prosedur pengambilan kredit yang ditawarkan 

oleh LKM saat ini tergolong mudah. Hasil penelitian, dapat dilihat responden UMKM yang 

menganggap bahwa prosedur kredit LKM saat ini mudah adalah 75 persen dan bahkan 20 persen 

responden menyatakan persepsi bahwa prosedur kredit LKM tergolong sangat mudah. Kredit yang 

telah diambil UMKM dalam meningkatkan perkembangan usahanya akan dikembalikan kepada LKM 

dalam bentuk pola angsuran kredit. Dapat dideskripsikan bahwa pola angsuran kredit yang ditawarkan 

LKM telah sesuai dengan persepsi UMKM. Responden yang menyatakan bahwa pola angsuran kredit 
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sudah sesuai dengan persepsi mereka sebesar 75 persen. 15 persen responden bahkan menyatakan 

bahwa pola angsuran sangat sesuai dengan persepsi responden UMKM. Secara umum, responden 

UMKM menganggap tingkat pelayanan petugas LKM sudah baik dengan pilihan responden sebanyak 

75 persen responden menyatakan tingkat pelayanan petugas LKM menyenangkan. Lebih dari itu, 17 

persen responden menyatakan tingkat pelayanan petugas LKM sangat menyenangkan.  

 4.4 Persepsi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap Persyaratan Kredit 

Lembaga Keuangan Mikro yang terdiri dari Unit Mikro Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, 

Koperasi dan Baitul Maal waTamwil (BMT) memilik perspektif tentang syarat yang diberikan kepada 

nasabah debitur. Dalam konteks permasalahan ini, nasabah debitur adalah UMKM khususnya UKM 

yang meminjam dana untuk aktivitas usahanya. Deskripsi bahwa perspektif LKM terhadap 

persyaratan kredit yang diberikan kepada nasabah mereka cukup merata. Syarat adanya laporan 

keuangan, menjadi pilihan pertama LKM dengan persetanse 19 persen dan kemudian diikuti syarat 

kelengkapan administrasi serta berbadan hukum masing-masing 18 persen. Syarat agunan dan izin 

usaha hanya memiliki persentase masing-masing 13 persen, sedang persyaratan lain seperti slip gaji 

dan lainnya hanya 6 persen. 

 

 4.5 Persepsi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap Syarat Pengajuan Kredit 

Secara lebih spesifik mengenai persepsi LKM terhadap syarat utama pengajuan kredit, dapat dirinci 

sebagai berikut: 1) syarat kepemilikan agunan, 2) syarat pengajuan proposal calon nasabah, 3) syarat 

kinerja keuangan nasabah, 4) syarat performa kredit nasabah, 5) syarat karakter calon nasabah, dan 6) 

syarat kelengkapan administrasi.Masing-masing dapat kita lihat sebagai berikut: 

1. Persepsi LKM terhadap syarat kepemilikan agunan, sebesar 59 persen dan 41 persen 

responden LKM menyatakan kepemilikan agunan calon debitur penting dan sangat penting. 

2. Persepsi LKM terhadap syarat proposal calon nasabah menunjukkan bahwa sebesar 55 persen 

dan 37 persen responden LKM menyatakan kepemilikan proposal kredit calon debitur penting 

dan sangat penting. Terdapat responden LKM yang menyatakan proposal kredit merupakan 

syarat yang kurang penting ada 8 persen. 

3. Persepsi LKM terhadap syarat kinerja keuangan calon nasabah menunjukkan 50 persen dan 

42 persen LKM menyatakan kinerja keuangan calon debitur penting dan sangat penting. 

Sementara ada responden LKM menyatakan kenerja keuangan merupakan syarat yang kurang 

penting ada 8 persen dan 11 persen responden LKM menyatakan performa kredit masa lalu 

calon debitur penting dan san penting dan sangat penting. Secara umum, persepsi LKM  

menunjukkan bahwa syarat performa kredit masa lalu calon debitur menjadi syarat yang 

penting untuk pengajuan kredit. 

4. Persepsi LKM terhadap syarat karakter calon nasabah menunjukkan bahwa 55 persen dan 42 

persen responden LKM menyatakan karakter calon debitur penting dan sangat penting. Secara 

umum, persepsi LKM menunjukkan bahwa syarat karakter calon debitur menjadi syarat yang 

penting untuk pengajuan kredit. 

5. Persepsi LKM terhadap syarat kelengkapan administrasi, menunjukkan sebesar 75 persen dan 

25 persen responden LKM menyatakan kelengkapan administrasi calon debitur penting dan 

sangat penting. Secara umum persepsi LKM menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi 

calon debitur menjadi syarat yang sangat penting untuk mengajukan kredit. 

 

4.6. Pembahasan Parsial 

4.6.1 Informasi tentang profil UMKM sebagai nasabah 

Profil UMKM yang menjadi nasabah LKM akan dianalisis berdasarkan penghasilan, penghasilan 

individu (per bulan), pengeluaran rumah tangga (per bulan), penghasilan usaha (per bulan), jenis 

badan usaha, sektor usaha, dan skala usaha. Deskripsi profil UMKM dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 
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Tabel 1: Profil UMKM sebagai nasabah LKM Unit Mikro Bank Umum BPR Koperasi BMT 
 Unit Mikro Bank Umum BPR Koperasi BMT 

Penghasilan 

Individu 

>Rp 10 juta Rp 5 – 10 juta Rp 1 – 5 juta  < Rp 1 juta 

Pengeluaran 

Rumah Tangga 

>Rp 5 juta Rp 1 – 3 juta Rp 1 juta– 3 juta   < Rp 1 juta 

Penghasilan Usaha >Rp 25 juta Rp 15 – 25 juta  <Rp 5 juta  < Rp 5 juta 

Pengeluaran 

Usaha 

>Rp 25 juta  Rp 15 – 25 juta Rp 5 – 15   <Rp 5 juta 

Badan Usaha Perorangan Perorangan Perorangan Perorangan 

Sektor Usaha Jasa Industri Jasa Jasa 

Tingkat Penddk 

Pemilik 

 Sarjana SMA SMA SMA 

Skala Usaha Usaha Kecil Usaha Kecil Usaha Mikro Usaha Mikro 

Sumber: diolah tahun 2022 

 

4.6.2 Identifikasi faktor Penentu Pilihan Masyarakat LKM 

Pembahasan faktor penentu masyarakat terhadap LKM akan dimulai dari aspek jenis LKM pilihan 

masyarakat; tendensi pemilihan secara umum; produk LKM pilihan; pilihan LKM untuk meminjam 

dana (kredit); dan faktor penentu LKM meminjam dan menyimpan dana. Dalam tabel 2 di bawah ini 

mendeskripsikan tentang jenis, produk, dan tendensi umum masyarakat dalam memilih LKM 

 

Tabel 2: Jenis dan LKM Pilihan Masyarakat 

Item Pilihan Masyarakat 

Jenis LKM (secara umum) Unit Mikro Bank Umum dan BPR 

Produk LKM Kredit dan Tabungan 

Faktor Penentu (umum) Jaminan Keamanan; Pelayanan cepat; Lokasi dekat dengan tempat 

tinggal 

Jenis LKM untuk 

Meminjam Dana 

Unit Mikro Bank Umum dan BPR 

Faktor Penentu Dalam 

Meminjam Dana 

Suku Bunga telah sesuai; pelayanan baik; kecepatan administrasi; 

lokasi dekat dgn tempat tinggal. 

Jenis LKM untuk 

Menyimpan Dana 

Unit Mikro Bank Umum dan BPR 

 Faktor Penentu Dalam 

Menyimpan Dan 

Jaminan Keamanan, Pelayanan baik, Lokasi dekat dengan tempat 

tinggal. 

  Sumber: diolah tahun 2022 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa Unit Mikro Bank Umum sebagai LKM pilihan masyarakat. Masyarakat 

terbukti masih secara konvensional menggunakan peran LKM, hal ini dideskripsikan dengan kredit 

dan tabungan sebagai produk LKM utama pilihan masyarakat. Secara umum pilihan masyarakat 

terhadap LKM ditentukan oleh faktor jaminan keamanan, pelayanan cepat dan lokasi yang dekat 

dengan tempat tinggal. LKM pilihan masyarakat dapat ditinjau secara lebih detail berdasarkan 

tendensi dalam memanfaatkannya. Secara umum LKM pilihan masyarakat yang digunakan dalam 

meminjam uang adalah Unit Mikro Bank Umum dan BPR. Faktor yang mempengaruhi pilihan 

masyarakat terhadap hal ini adalah suku bunga yang sesuai; pelayanan baik, kecepatan administrasi. 
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4.6.3 Segmentansi Preferensi UMKM terhadap Masing-masing LKM 

Segmentasi preferensi dalam pilihan LKM oleh UMKM sebagai nasabahnya akan di lihat berdasarkan 

faktor umum di atas dan beberapa faktor lain  yang dapat menjadi penentu dalam pemilihan LKM. 

Berdasarkan penjelasan tabel 2 di atas, faktor umum dalam penentu pilihan LKM oleh UMKM 

sebagai nasabah dalam meminjam dana adalah suku bunga, pelayanan baik, kecepatan administrasi, 

dan lokasi dekat dengan tempat tinggal. Di samping faktor umum, dalam pembahasan akan dianalisis 

lebih dalam tentang faktor lain yang mempengaruhi pilihan LKM. Tabel 3, di bawah ini 

mendeskripsikan segmentasi preferensi UMKM terhadap masing-masing LKM. Faktor-faktor penentu 

pilihan LKM akan diurutkan (rangking) berdasarkan hasil analisis. 

 

Tabel 3. Urutan Prioritas Faktor Penentu Pilihan LKM Dalam Meminjam Dana Berdasarkan 

Segmentasi LKM. 

  Unit Mikro 

Bank Umum 

BPR Koperasi BMT 

Lokasi Dekat dengn Tempt Tinggal 1 1 5 5 

Lokasi di Kota 8 8 7 7 

Lokasi Dekat Transportasi Umum 9 9 2 2 

Ruang Tunggu Nyaman 4 3 6 6 

Tempat Parkir  5 5 8 8 

Pelayanan Baik 2 2 3 3 

Jaringan Luas 10 10 10 10 

Promosi 6 6 4 4 

Kecepatan Administrasi 3 4 1 1 

Prestise 12 12 12 12 

Fisik Bangunan 7 7 11 11 

Keamanan 11 11 9 9 

  Sumber: diolah tahun 2022 

 

Tabel 3 dapat menunjukkan urutan (rangking) faktor penentu pilihan LKM sebagai tempat meminjam 

dana. Faktor penentu pilihan LKM perbankan dan non perbankan ternyata memiliki urutan yang 

berbeda. Unit Mikro Bank Umum dan BPR dipilih sebagai tempat meminjam dana karena faktor 

lokasi dekat dengan tempat tinggal (urutan 1), pelayanan baik (urutan 2), kecepatan administrasi 

(urutan 3). Sementara untuk pilihan terhadap LKM non perbankan (Koperasi dan BMT) lebih 

dipengaruhi oleh faktor kecepatan administrasi (urutan 1), lokasi dekat transportasi umum (urutan 2), 

dan pelayanan baik (urutan 3). 

 

4.6.4 Faktor-faktor Daya Seleksi LKM 

Ada 2 aspek pendekatan dalam poin ini, yaitu faktor penentu pilihan UMKM tehadap LKM dan faktor 

persyaratan peminjaman kredit. Tabel 4 menjelaskan tentang persyaratan yang diberikan oleh LKM 

kepada nasabah yang akan meminjam dana.Persyaratan yang diberikan kepada nasabah akan 

diurutkan berdasarkan prioritas dari LKM  sebagai berikut: 

 

Tabel 4: Urutan Prioritas Persyaratan Kredit dari LKM terhadap Calon Nasabah (UMKM) 

 Unit Mikro 

Bank Umum 

BPR Koperasi BMT 

Agunan 3 3 4 4 

Laporan Keuangan 2 2 5 5 

Proposal Kredit 4 6 6 6 

Kelengkapan 

Administrasi 

1 1 1 1 
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Jenis Badan 

Hukum 

8 8 8 8 

Karakter Debitur 6 4 2 2 

Performa Kredit 5 7 7 7 

  Sumber: Diolah tahun 2022 

 

Tabel 4, mendeskripsikan urutan prioritas syarat kredit dari LKM terhadap calon nasabahnya. Unit 

Bank Mikro Umum lebih memprioritaskan syarat kelengkapan administrasi (urutan 1), laporan 

keuangan (urutan 2), dan adanya agunan (urutan 3). Sementara untuk BPR memiliki urutan 1  sampai 

3 sama dengan Unit Mikro Bank Umum, namun karakter debitur dan jaminan personal dipilih sebagai 

prioritas 4 dan 5. Berbeda dengan BPR, Unit Mikro Bank Umum lebih menekankan pada proposal 

kredit dan performa kredit masa lalu calon debitur. LKM non perbankan (Poperasi, BMT) memiliki 

urutan prioritas syarat kredit yang berbeda dengan LKM perbankan (Unit Bank Umum dan BPR). 

Urutan prioritas syarat kredit dari sudut pandang Koperasi dan BMT adalah kelengkapan administrasi 

(urutan 1), karakteristik debitur (urutan 2), dan jaminan personal (urutan 3). 

 

4.7. Pembahasan Agregatif 

Pembahasan secara agregatif dilakukan untuk menghubungkan beberapa hasil analisis dan temuan 

dalam penelitian ini. Hubungan antara hasil temuan akan dideskripsikan secara agregat dan 

komprehensif. Pembahasan agregatif ini menggunakan segmentasi 4 jenis LKM (Unit Mikro Bank 

Umum, BPR, Koperasi dan BMT) dengan sudut pandang hasil analisis dan beberapa temuan. 

 

4.7.1 Unit Mikro Bank Umum 

Secara umum nasabah Unit Mikro Bank Umum ini bergerak di sektor jasa dengan kepemilikan 

perseorangan yang dominan. Skala usaha yang dimiliki termasuk dalam skala kecil. Skala usaha ini 

dapat direfleksikan dengan pengeluaran dan penghasilan usaha masing-masing di atas Rp 

25.000.000,- per bulan. Di sisi lain tingkat pendidikan rata-rata nasabah adalah lebih kurang atau 

sama dengan Strata I (S1). Tingkat pendidikan nasabah yang relatif tanggi dan volume tergolong 

usaha kecil (di atas Rp 5 juta) menyebabkan syarat prioritas kredit lebih menekankan pada laporan 

keuangan dan agunan disamping syarat administrasi. 

 

Keberadaan laporan keuangan dan agunan dapat menjadi bukti otentik karakter nasabah dan usaha 

secara umum. Para nasabah atau calon nasabah Unit Mikro Bank Umum menganggap bahwa lokasi 

tempat Unit Mikro Bank Umum berada dekat dengan tempat tinggal dan selama ini memiliki 

pelayanan baik. Hal ini menjadi faktor penentu pilihan Unit Mikro Bank Umum. 

 

4.7.2 BPR 

Secara umum nasabah BPR bergerak di sektor industri dengan kepemilikan perseorangan yang 

dominan. Skala usaha ini dapat direfleksikan dengan pengeluaran dan penghasilan usaha masing-

masing antara Rp 15 jta – Rp 25 juta per bulan. Di sisi lain, tingkat pendidikan rata-rata nasabah 

adalah lebih kurang atau sama dengan SMA. Tingkat pendidikan nasabah yang standar, volume usaha 

tergolong usaha kecil (di atas Rp 5 juta) menyebabkan syarat prioritas kredit terhadap  nasabah lebih 

menekankan pada laporan keuangan dan agunan disamping syarat administrasi. Para nasabah atau 

calon nasabah BPR menganggap bahwa lokasi tempat BPR berada dekat dengan tempat tinggal dan 

selama ini pelayanan baik. 

 

4.7.3 Koperasi 

Secara umum nasabah Koperasi bergerak di sektor jasa dengan kepemilikan perseorangan yang 

dominan. Skala usaha yang dimiliki termasuk dalam skala mikro. Skala usaha ini dapat direfleksikan 

dengan pengeluaran usaha antara Rp 5 juta – Rp 15 juta per bulan dan penghasilan usaha di bawah Rp 
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5 juta. Di sisi lain, tingkat pendidikan rata-rata nasabah lebih kurang atau sama dengan SMA. Tingkat 

pendidikan nasabah yang standar, volume usaha tergolong usaha mikro (di bawah Rp 5 juta) 

menyebabkan syarat prioritas kredit terhadap nasabah lebih menekankan pada jaminan personal dan 

karakter debitur disamping syarat administrasi. Koperasi tidak akan menggunakan syarat yang ketat, 

namun menekankan pada kepercayaan dan jaminan personal. Pada nasabah  Koperasi, menganggap 

bahwa Koperasi lebih memiliki administrasi cepat dan pelayanan relatif baik sehingga kredit relatif 

mudah turun. 

 

4.7.4 BMT 

Secara umum nasabah BMT bergerak di sektor jasa dengan kepemilikan perseorangan yang dominan. 

Skala usaha yang dimiliki termasuk dalam skala mikro. Dapat direfleksikan dengan penghasilan dan 

pengeluaran usaha masing-masing di bawah Rp 5 juta per bulan. Di sisi lain, tingkat pendidikan rata-

rata nasabah adalah kurang atau sama dengan SMA. Tingkat pendidikan nasabah yang standar dan 

volume usaha tergolong usaha mikro (di bawah Rp 5 juta) menyebabkan syarat prioritas kredit 

terhadap nasabah lebih menekankan pada jaminan personal dan karakter debitur  disamping syarat 

administrasi. BMT tidak menggunakan syarat yang ketat, namun menekankan pada kepercayaan dan 

jaminan personal. Pada nasabah atau calon nasabah BMT menganggap bahwa BMT lebih memiliki 

administrasi cepat dan pelayanan relatif baik sehingga kredit relatif mudah turun atau cair. 

 

5. Simpulan 

5.1  Profil UMKM yang menjadi nasabah LKM memiliki karakteristik yang berbeda dan 

tersegmentasi menurut jenis LKM 

a. LKM Unit Mikro Bank Umum segmentasinya adalah UMKM yang tergolong skala usaha 

kecil dan memiliki penghasilan usaha di atas Rp 25 juta, dengan tingkat penghasilan individu 

di atas Rp 10 juta, serta tingkat pendidikan pemilik usaha bervariasi mualai dari tingkat SD 

hingga PT. 

b. LKM BPR segmentasinya adalah UMKM yang tergolong skala usaha kecil dan memiliki 

penghasilan usaha Rp 15-25 juta, tingkat penghasilan individu Rp 5-10 juta, serta tingkat 

pendidikan lebih rendah atau sama dengan SMA lebih memilih BPR sebagai tempat 

meminjam dana. 

c. LKM Koperasi segmentasinya adalah UMKM yang tergolong skala usaha mikro dan 

memiliki penghasilan usaha di bawah Rp 5 juta, tingkat penghasilan individu Rp 1 – 5 juta, 

serta tingkat pendidikan lebih rendah atau sama dengan SMA lebih memilih Koperasi sebagai 

tempat meminjam dana 

d. LKM BMT segmentasinya UMKM yang tergolong skala usaha mikro dan memiliki 

penghasilan usaha di bawah Rp 5 juta, tingkat penghasilan individu di bawah Rp 1 juta, serta 

tingkat pendidikan lebih rendah atau sama dengan SMA lebih memilih BMT sebagai tempat 

meminjam dana. 

5.2 Sedang faktor penentu pilihan LKM oleh nasabah (UMKM) pada masing-masing LKM 

membentuk adanya segmentasi, adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Unit Mikro Bank Umum sebagai tempat meminjam dana  dikarenakan mereka 

menganggap Unit Mikro Bank Umum dapat memberikan pelayanan baik dengan kecepatan 

(kemudahan) administrasi, bahkan Unit Mikro Bank Umum dianggap mudah terjangkau dari 

sisi lokasi. 

b. Faktor penentu pilihan terhadap BPR adalah faktor pelayanan baik dengan kecepatan 

administrasi, bahkan BPR dianggap mudah terjangkau dari sisi lokasi. 

c. Faktor penentu pilihan Koperasi adalah faktor pelayanan baik dengan kecepatan administrasi, 

dan dekat dengan transportasi umum. 
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d. Faktor penentu pilihan BMT relatif sama dengan segmen nasabah Koperasi, yaitu faktor 

pelayanan baik dengan kecepatan (kemudahan) administrasi, dan dekat dengan transportasi 

umum. 

5.3 Segmentasi Preferensi UMKM terhadap masing-masing LKM disebabkan oleh beberapa hal, 

seperti di bawah ini (faktor daya pilih) 

a. Daya pilih LKM Unit Mikro Bank Umum mereka memilih karakteristiknya sebagai berikut: 

mereka sudah terbiasa berhubungan dengan bank; lebih berorientasi pada pengembangan 

usaha; terbiasa mengisi format kredit; adanya kelengkapan administrasi yang dibutuhkan; 

memiliki agunan; dan memiliki berbagai syarat lain yang diperlukan dari bank. 

b. Daya pilih terhadap LKM BPR mereka memilih karakteristiknya sebagai berikut: terbiasa 

berhubungan dengan BPR; orientasinya lebih menekankan untuk menambah modal kerja; 

pengisian format sederhana; proses administrasi yang sederhana; dan dengan agunan yang 

lebih fleksibel 

c. Daya pilih terhadap LKM Koperasi mereka memilih karakteristiknya sebagai berikut: terbiasa 

berhubungan dengan koperasi; administrasi yang sangat sederhana dengan waktu yang cepat; 

ada hubungan emosional antara nasabah dengan koperasi; dan agunan lebih fleksibel 

d. Daya pilih terhadap LKM BMT mereka memilih karakteristinya sebagai berikut: relatif 

memiliki tingkat religi yang kuat; adanya hubungan emosional antara nasabah dengan BMT; 

dan kecepatan (kemudahan) administrasi. 

5.4 Sudut pandang LKM dalam melakukan seleksi terhadap nasabah dapat ditinjau dari sisi 

persyaratan dalam pemberian kredit 

a. Daya seleksi Unit Mikro Bank Umum menekankan syarat kelengkapan administrasi, laporan 

keuangan dan agunan untuk pemohon kredit. Hal ini sesuai dengan segmentasi kondisi 

volume dan skala usaha, bahkan sesuai dengan tingkat penghasilan dan tingkat 

pendidikannya. 

b. Daya seleksi BPR menekankan syarat kelengkapan administrasi, laporan keuangan dan 

agunan untuk memohon kredit, hal ini sesuai dengan segmentasi kondisi volume dan skala 

usaha bahkan sesuai dengan segmen tingkat penghasilan dan tingkat pendidikannya. Namun, 

BPR memiliki pertimbangan agak berbeda dengan Unit Mikro Bank Umum, yaitu lebih 

memperhatikan karakter dan jaminan personal dibandingkan proposal dan performa kredit 

yang lebih ditekankan oleh Unit Mikro Bank Umum. Hal ini menunjukkan bahwa BPR 

menyesuaikan dengan segmen profil nasabahnya yang sedikit berbeda dengan nasabah Unit 

Mikro Bank Umum dari sisi penghasilan usaha dari nasabah. 

c. Daya seleksi LKM Koperasi menekankan, syarat kelengkapan administrasi, karakter nasabah 

dan agunan untuk pemohon kredit, hal ini sesuai dengan segmentasi kondisi volume dan skala 

usaha bahkan sesuai dengan segmen tingkat penghasilan dan tingkat pendidikannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa Koperasi berusaha mendapatkan nasabah dari segmen usaha mikro, yang 

penghasilannya di bawah Rp 5 juta. 

d. Daya seleksi LKM BMT menekankan, syarat kelengkapan administrasi , karakter nasabah dan 

agunan untuk memohon kredit, hal ini sesuai dengan segmentasi kondisi volume dan skala 

usaha bahkan sesuai dengan segmen tingkat penghasilan dan tingkat pendidikannya. Hal ini 

menunjukkan bhwa BMT berusaha mendapatkan nasabh dari segmen usaha mikro, namun 

memiliki penghasilan usaha dari individu yang lebih kecil dari segmen nasabah Koperasi 

yaitu < Rp1 juta. 
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